
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
.Kalimant;a.J;l Selatan .tel),t;ang P.<metapan Izm ,Ope.r.asional
Pendirian Madrasah Tsanawiyah At Thaiyibiyah Kabupaten
Banjar;

c. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif,
tekms, dan' kelayakari yang telah ditetapkan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
_~sy~~at .J!le,t~~i ~fzat».~.~i ~rtJa~ap J)~k!lroPI)t!I~
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar
nasional pendidikan;

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat
(2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu
memberikan izin operasional terbadap Madrasab SWasta di
-lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Kalimantan Selatan;

Menimbang

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH AT THAIYIBIYAH

KABUPATEN BANJAR

TENTANG

'KEPUTUSAN KEFALA KAN1'OR~WiJ:.kYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINS! KALIMANTAN SELATAN

NOMOR '?41TAHUN 2017



8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk

~

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4941);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4864);

4. Peraturan Pemerintah Nornor47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lernbaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2008
Nomor90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4496) sebagaimana teIah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pernerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5670);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembamn Negara Republik
Indonesia Nomor4586);

: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4301);
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Mengingat



: Memberikan izin operasional pendirian rnadrasah kepada
madrasah sebagaimana tercantum dalam Latnpiran yang
roerupakan bagian tidak terpisahkan dari K.eputusan ini.

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AT THAMBIYAH
KABUPATENBANJAR.

MEMUTUSKAN:

13. Keputusan Menteri Agama Nomor 207A Tahun 1998
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang di
LirtgkUngan Departemen Agama;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Madrasah;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Ketja Instansi Vertikal Kementeria.n
Agama;

10. Peraturan Menteri Agarna NomOT2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama
Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Agarna Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas
Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaterr/Kota sebagaimana telah diubah menjadi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahoo 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Sekolah Dasar jMadrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
PertamajMadrasab Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;
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KESATU

Menetapkan



Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal'O Mei2017

a.n. MENTER!AGAMA
KEPALAKANTORWILAYAH

~~iENTERlAN AOAMAPROVINSI
~1!:=QGa~TAN SELATAN,

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkanKELIMA

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan! atau hasil
akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b
tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATUdicabut.

KEEMPAT

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dirnaksud
dalam Diktum KEDUA hurnf a dinilai memenuhi standar
peJayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil
akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b
mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATUtetap berlaku.

KETIGA

: Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang
bersangkutan wajib:
a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada

Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling
sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan
kurilrulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan: dan/atau

b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi
sekolah/rnadrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,

KEDUA
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Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Mei 2017

a.n. MENTERI AGAMA
KEPALA KANTORWILAYAH

~~~iNTERlAN AGAMA PROVINSI
~1,l4al'lW1,TAN SELATAN.

1 Nama Madrasah Madrasah Tsanawiyah At Thaiyibiyah

2 Nomor BtatistikMadtasah 121263030050

3 Alamat Madrasah JI. Sinar Baru

Desa/Kelurahan Pakutik
Kecamatan Sungai Pinang
Kabupaten Banjar
Proetnsi Kalimantan Selatan

4 Nama 0 rganisasi Penyelenggara Yayasan Pondok Pesantren At Thaiyibiyab

5 Akte Notarts Organisasi Nomor 72 Tabun 2016
Penyelenggara

6 Pengesahan Akte Notaris SK MENKUMHAM RI Tanggal 15 Agustus
Organisasi Penyelenggara 2016

TENTANG
IDgNTITAS MADRASAH YANG DIBERlKAN IZIN OPERASIONAL

LAMPlRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WlLAYAH
KEMENTERlAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 34' TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AT
THAlYIBIYAH KABUPATEN BANJAR
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